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A. Latar Belakang

Di Indonesia informasi diyakini sebagai salah satu agenda penting
masyarakat dunia pada milenium ketiga antara lain ditandai dengan
pemanfaatan tekhnologi informasi yang semakin luas dalam bebagai
aktifitas kehidupan manusia,bukan saja hanya di negara-negara maju akan
tetapi juga di negara berkembang termasuk negara Indonesia. Fenomena
ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas
ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.*

Kecanggihan tekhnologi informasi ini telah memberikan fasilitas-
fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang sangat membantu pekerjaan
manusia serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Soejono Soekanto bahwa “pembangunan merupakan
perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek
politik. Ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelentual maupun

tekhnologi informasi.’

Fenomena tindak kejahatan pada tekhnologi informasi memang

harus diwaspadai karena kejahatan tersebut dianggap berbeda dengan

! Ashadi Siregar, “Negara, Masyarakat, dan Tekhnologi Informasi”, Makalah pada Seminar
Tekhnologi Informasi,Pemberdayaan Masyarakat dan demokrasi, Yogyakarta, 19 September 2001,
47.

2 Soejono Soekanto, “Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum”, (Bandung : Alumni
2000), 11.



kejahatan lain pada umumnya. Kejahatan pada tekhnologi informasi dapat
dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi
langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Dapat dipastikan
bahwasanya dengan sifat global tehnologi informasi khususnya internet,
semua negara yang melakukan kegiatan dengan memanfatkan tehnologi
informasi khususnya internet hampir dapat duipastikan akan terkana
dampak positif maupun negativenya termasuk upaya kejahatan yang
dilakukan dengan memanfaatkan  tekhnologi informasi yang sangat

membahayakan Negara dan masyarakat secara luas.’

Perdebatan mengenai interception of communication atau yang
lebih dikenal dengan penyadapan komunikasi, semakin menghangat akhir-
akhir ini setelah mencuatnya kasus penyadapan oleh badan
intelijen Amerika Serikat dan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan beberapa menteri kabinet Indonesia bersatu jilid 11, yang
tentunya hal tersebut merupakan tindakan kejahatan yang membayakan
kedaulatan Negara. Peristiwa ini merupakan penghinaan dan sekaligus
tamparan yang begitu keras bagi pemerintah Republik Indonesia, karena
pembicaraan penting seorang kepala negara dan pejabat tinggi lain di
negeri ini bisa diketahui oleh orang lain, Seolah-olah tidak ada daya upaya
pemerintah ini dalam mengatasi permasalahan ini, kecuali dengan sikap

protes keras dan menarik duta besar Republik Indonesia dari Australia.

% Ibid., 15.



Dalam konteks berbeda intersepsi atau penyadapan juga dapat
dilihat dalam kasus-kasus hukum yang dapat mebahayakan negara,
diantaranya adalah kasus rekaman hasil penyadapan KPK di Mahkamah
Konstitusi (MK) seperti kasus intercepsi atau hasil penyadapan Antasari
dengan yang diduga sebagai Anggoro di Singapura, penyadapan terhadap
Al Amin Nasution dalam kasus korupsi yang dikenal dengan “skandal
gadis berbaju putih”, rekaman pembicaraan Artalyta suryani dengan
beberapa aparat yang diduga dari kejaksaan Agung dalam skandal suap
Artalyta Suryani dan jaksa Urip Tri Gunawan, juga kasus suap yang
menimpa mantan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Muhammad Igbal.

Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
institusi  resmi negara menjadi kontroversial karena oleh sebagaian
kalangan dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negaranya
yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga
maupun korespondensi, akan tetapi disisi yang lain penyadapan juga
sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan, karena penyadapan
merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap
perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius,
dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi
kejahatan, banyak pelaku atas kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke

meja hijau yang merupakan hasil dari proses penyadapan.



Memperhatikan aspek tersebut tentunya tanpa instrumen
penyadapan, sangatlah sulit KPK dapat mendeteksi pelaku tindak pidana
korupsi dan sekaligus mendakwanya di pengadilan, tanpa penyadapan sulit
juga bagi Detasemen 88 mengungkap berbagai kasus terorisme, demikian
pula bagi Badan Narkotika Nasional dalam kasus psikotropika maupun
narkotika. Namun intercepsi sebagai alat pencegah dan pendeteksi
kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi
manusia bila berada pada hukum yang tidak tepat akibat lemahnya regulasi
serta akan berbahaya apabila berada pada aparat yang tidak amanah karena
akan rentan disalahgunakan, terlebih jika aturan dan reguasi masalah
intersepsi ini berpotensi melanggar hak azazi manusia.

Pada dasarnya Negara Indonesia telah merumuskan regulasi dan
aturan interscepsi atau penyadapan yang tersebar di berbagai peraturan
perundang-undangan, seperti UU No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi , UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No. 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika hingga pada tingkat di regulasi dibawah undang-
undang seperti Permenkominfo No 11/PER/M.KOMINFO/020/2006, atau
pada lembaga penegak hukum tertentu seperti KPK yang memiliki
standard operating procedure tentang teknis penyadapan.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik pasal 31 dijelaskan bahwa Intersepsi atau

penyadapan adalah  kegiatan untuk mendengarkan, merekam,



membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat public
baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel,
seperti pancaran elektomagnetis atau radio frekuensi. *

Pasal ini menjelaskan bagaimana bentuk kejahatan-kejahatan
dalam intersepsi atas informasi elektronik, sehingga apabila ada seseorang
yang melakukan seperti apa yang diamanatkan oleh pasal 31 Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana
intersepsi atas infromasi elektronik yang ada dalam ruang lingkup Negara

Indonesia.’

Adapun dalam konteks hukum pidana islam intersepsi atau
penyadapan dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan tajassus
atau memata-matai yang tentunya hal tersebut telah secara tegas dilarang
olen agama sehingga pelakunya dapat dijatuhi sangsi atau hukman.
Penerapan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku intersepsi
atas informasi elektronik ini menurut hukum pidana islam dapat dijatuhi
hukuman ta’zir, yang mana hukuman fa’zir ini hukumannya tidak
ditentukan oleh nash maupun hadits melainkan diserahkan kepada ulil

amri.

* Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
® Sajtipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung : Angkasa 1980), 98.



Meskipun tindak pidana intersepsi atas informasi elektronik secara
Sharikh atau explisit tidak dijumpai dalam nash al-qur’an dan al- hadits
akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan
larangan terhadap tindak pidana intersepsi atas informasi elektronik
mengingat hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan
pemahaman manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap
zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia.® Dalam pandangan an
Nabhani intercepsi dalam pandangan hukum pidana Islam dapat
dikategorikan kegiatan menyelidiki atau mengusut suatu kabar untuk
menelitinya lebih lanjut, dalam konteks ini perbuatan tersebut
dikategoriakan sebagai tajassus, yaitu melakukan kegiatan yang mematai-
matai seseorang untuk mendapatkan informasi atau data dengan tujuan
tertentu.”

Pendapat an-nabhani tersebut memiliki legitimasi nagliyah yang
kuat jika dihubungkan dengan firman Allah, SWT yang artinya “

“ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian
besar dari rasa curiga kepada sesama mukmin, karena curiga sesama
mukmin itu dosa. Janganlah kalian memata-matai sesama mukmin...”

Larangan tajassus terhadap kaum muslimin dan lam ayat di atas

bersifat umum, berlaku bagi perorangan, kelompok, maupun negara. Baik

® Said agil Husin Al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Cet. 1, (Jakarta : Penamdani
2004), 6.

’ Tagiyuddin an Nabhani, As Syakhshiyyah al Islamiyyah, Juz 2, (Dar al-Kotob al-limiyyah,
Beitut 2001), 211.

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya : Mekar Surabaya 2002), 35.



tajassus itu dilakukan untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan orang lain. Hukum larangan tajassus terhadap kaum muslimin
itu berlaku pula terhadap warga negara non muslim (kafir dzimmi). Sebab,
seorang kafir yang tunduk kepada negara Islam dan berstatus sebagai
warga negara yang dilindungi, terhadapnya belaku seluruh hukum Islam
kecuali hukum-hukum yang berkenaan dengan agidah dan ibadah, dan
masalah tajassus ini tidak termasuk dalam hal itu.’

Ayat senantiasa memberikan suatu nuansa bagi setiap manusia
untuk selalu menjaga lisan yang akan membawa Kita dalam kedustaan
semata. Dari sinilah kemudian penulis menganggap penting untuk
mengkaji bagaimana kejahatan-kejahatan yang sering kali dilakukan oleh
setiap orang dalam informasi elektronik sebagaimana telah ditentukan
bentuk-bentuk kejahatan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka skripsi ini mengangkat
judul: “Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik dalam

regulasi hukum positif Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang
dapat penulis identifikasikan dalam hal ini, sebagai berikut:
1. Faktor-faktor Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektonik di

Negara Indonesia

® Ibid, 212



2. Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektonik Menurut
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

3. Dampak Kejahatan Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi
Elektonik dalam asas Demokrasi di Indonesia

4. Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Perspektif
Hukum Pidana Islam
Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang akan penulis kaji

yaitu sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektonik Menurut
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

2. Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Perspektif

Hukum Pidana Islam

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah
tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam
skripsinini terformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut ;
1. Bagaimanakah Deskripsi Intersepsi atas informasi elektronik dalam
konstruksi hukum positif ?
2. Bagaimana Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik

Perspektif Hukum Pidana Islam ?



D. Kajian Pustaka
Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang

beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya :

Skripsi karya Abdul Kadir Pobela mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makasar 2013 yang berjudul, “Analisis Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media
Elektronik (Studi Kasus Putusan No : 1193/Pid.b/2012/PN.Mks) . Skripsi
ini membahas tentang penerapan hukum pidana materil sehingga
memberikan perbedaan dengan skripsi yang penulis buat karena berbeda

dalam sudut pandangnya.®

Skripsi karya Hurriyatul Fikriyah mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 yang
berjudul, “Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Undang-Undang No.
11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Kajian Hukum Islam”. SKripsi ini
membahas tentang sanksi dari kejahatan pemalsuan data menurut Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 dan kajian Hukum Islam dengan yang ada di

Indonesia.'*

19 Abdul Kadir Pobela, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan
Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No : 1193/Pid.b/2012/PN.Mks)”’, Makasar :
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2013.

" Hurriyatul Fikriyah, “Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun
2008 Tentang ITE dan Kajian Hukum Islam”, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah 2011.
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Berdasarkan telaah dan kajian atas beberapa skripsi yang telah ada,
maka penulisan sripsi ini secara faktual berbeda fokus dan kajiannya
dengan penelitian maupun karya ilmiyah yang telah dihasilkan terdahulu,
khususnya terkait dengan tindakan spionase atau intercepsi yang dikaitkan
kajiannya dalam hukum pidana Islam. dengan demikian diharapkan skripsi
ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum serta dapat
memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum pidana positif

dan hukum pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi
ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk Mengetahui Deskripsi Intersepsi yang Dilakukan oleh
Lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara.
2. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi

Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

F. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap semoga
penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun
secara teoritis, sebagai berikut :
1. Praktis
Kegunaan penulisan skripsi ini selain untuk meningkatkan

pengetahuan dan memperluas wawasan masyarakat dan penulis
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sendiri, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran kepada penegak hukum mengenai tindak
pidana intersepsi atas informasi dan elektronik baik dari sudut
pandang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
2. Teoritis

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum sumber inspirasi dalam
rangka memberikan kontribusi ilmiah, Kkhususnya mengenai
masalah tindak pidana intersepsi atas informasi dan elektronik
sejalan dengan menjunjung tinggi hukum positif yang berlaku di
Negara Indonesia. Dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya
mengenai masalah tindak pidana intersepsi atas informasi dan
elektronik bagi masyarakat awam umumnya yang telah diatur
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari berbagai interpretasi yang beranekaragam
dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk
menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini,

sebagai berikut :
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1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan kejahatan yang
dilakukan subjek hukum yang dapat membahayakan orang,
lembaga atau bahkan negara.

2. Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan,
merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau
mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang bersifat public baik menggunakan jaringan kabel
komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran
elektomagnetis atau radio frekuensi.

3. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum yang telah
digariskan syariat Islam atau ketentuan hukum Islam yang
dihasilkan dari Ijtihad yang bersumber dari nash al-qur’an dan al-

Sunnah tentang hukum-hukum publik

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh
dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu
penelitian ~ untuk  memperoleh  kembali  pemecahan  terhadap
permasalahan.’? Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian

ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

12 Joko Subagyo, Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,
1994), 2.
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Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan
(Library Research) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis
terhadap sumber-sumber tertulis, baik yang berupa regulasi atau
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Intercepsi
ataupun buku-buku kepustakaan yang membahas dan mengkaji
seputar tindak pidana intercepsi baik dalam perspektif hukum

positif maupun hukum islam.*®

2. Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitan ini adalah regulasi dan
atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak
pidana Intercepsi atas informasi elektorinik serta buku-buku yang
mengkaji dan membahas tentang tindak pidana intercepsi baik dalam

perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

3. Sumber Data
Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari
dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.**
a. Sumber Data Primer
Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari obyek yang diteliti.> yang dalam penilitian ini diperoleh

melalui ;

> Bambang Waluyo, S.H. Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 50.
14 i
Ibid, 141.

5 Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta; Granit, 2004, him. 57
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1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
4. Peraturan Menteri Informasi dan komunikasi Nomor 11 Tahun
2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi
b. Data Sekunder
Sumber Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang
berbentuk laporan dan lain sebagainya.'® dalam pewnelitian ini
Sumber data sekunder yang dibutuhkan adalah seluruh referensi
dan bahan kepustakaan tentang tindak pidana intersepsi atas
informasi elektronik baik dalam perspektif hukum pidana positif

maupun hukum pidana Islam

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis,
dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan perarturan

perundang-undangan atau regulasi dibawahnya serta bahan-bahan

16 Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Raja Grafindo,2006),
30.
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kepustakaan yang terkait dengan tindak pidana intercepsi atas

informasi elektonik.’

5. Analisis Data
Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan
tehnik content analisis, yaitu analiasis isi atau substansi dari
persoalan, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana
intercepsi atas informasi elektronik serta bahan kepustakaan yang

harus dikaji secara mendalam.*®

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka
penulis menganggap perlu untuk mensistematisasikan pembahasan dalam

penelitian ini,sebagai berikut:
BAB | : Pendahulun, dalam bab ini memaparkan seluruh isi penelitian
secara umum Yyang terdiri dari : 1. Latar belakang, 2.
Identifikasi dan batasan masalah, 3. Rumusan masalah, 4.
Kajian pustaka, 5. Tujuan penelitian, 6. Kegunaan hasil
penelitian, 7. Definisi Operasional, 8. Metode penelitian, 9.

Sistematika pembahasan.

' Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta; Rineka Cipta,
199 3), 202.

'8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta; Gajah Mada University, 1993),
. 30.
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BAB Il : Landasan teori, dalam bab ini akan membahas tentang
Pengertian Tindak Pidana Intersepsi atas Informasi Elektronik,
Dasar hukum Tindak Pidana Intersepsi atas Informasi
Elektronik dalam kajian Hukum pidana islam.

BAB Il : Dalam bab ini diuraikan Ketentuan tentang Tindak Pidana
Intersepsi atas Informasi Elektronik di Indonesia menurut
regulasi dan atau peraturan perundang-undangan di Indonesia

BAB 1V : Dalam bab ini berisikan tentang Analisis Hukum pidana Islam
Terhadap Tindak Pidana Intersepsi atas Informasi Elektronik.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



